ABSTRAK

Skripsi “Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga
Kampanye Diluar Jadwal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (Studi
Kasus Pemasangan Baliho Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten
Tulungagung)” ini ditulis oleh Mohammad Fatqur Roziqin Prodi Hukum Tata
Negara, NIM. 12610322151 Tahun 2025 dibimbing oleh Yusron Munawir, S.H.I.,
M.H.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Alat Peraga Kampanye, Pilkada Tahun 2024,
Bawaslu Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini didasari dengan adanya fenomena Alat Peraga Kampanye
(APK) yang terpasang diluar masa kampanye yang berada di Kabupaten
Tulungagung pada masa Pilkada Tahun 2024. Dimana hal tersebut merupakan
sebuah bentuk pelanggaran kampanye karena tidak sesuai dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU), yang mana dijelaskan bahwa waktu yang diperbolehkan
melakukan kegiatan kampanye adalah mulai dari 3 hari setelah penetapan Paslon
hingga 3 hari sebelum pemungutan suara.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan
hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang
dilakukan sebelum masa kampanye di Kabupaten Tulungagung. 2) Bagaimana
penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup
yang dilakukan pada masa hari tenang di Kabupaten Tulungagung. 3) Bagaimana
tinjauan Siyasah Syar'iyyah terhadap pelanggaran kampanye diluar jadwal
kampanye yang melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sementara Tujuan
dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap
pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang dilakukan sebelum masa
kampanye di Kabupaten Tulungagung. 2) Untuk mengatahui penegakan hukum
terhadap pelanggaran pemasangan APK Cabup dan Cawabup yang dilakukan pada
masa hari tenang di Kabupaten Tulungagung. 3) Untuk mengetahui tinjauan
Siyasah Syar'iyyah terhadap pelanggaran kampanye diluar jadwal kampanye yang
melanggar peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode field resech atau penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan di dalam
penelitian ini diambil dari bahan hukum primer yakni data yang diperoleh langsung
melalui wawancara kepada KPU Tulungagung, Bawaslu Tulungagung, dan juga
Masyarakat dari Partai Politik yang terkait dengan tema penelitian, dan juga
menggunakan bahan hukum sekunder berupa data-data yang diperoleh dari buku
buku sebagai data penunjang sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara,
kajian pustaka dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Baliho yang terpasang jauh
sebelum jadwal kampanye tidak dapat dikatakan sebagai APK sebab tidak termuat
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unsur kampanye seperti yang tertulis didalam PKPU sehingga Baliho tersebut
masuk kedalam kategori Alat Peraga Sosialisasi. Yang mana dalam hal ini Bawaslu
tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum yang
menyebabkan fenomena ini masih saja terjadi pada masa-masa pemilihan. 2)
Bawaslu tidak dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran APK yang
masih terpasang pada masa hari tenang dikarenakan adanya keterlibatan pihak lain
yang ikut memasang APK yang tidak diketahui identitasnya sehingga bawaslu
kesulitan untuk dapat melakukan tindakan. 3) Ditinjau dari Siyasah Syariyah,
adanya pelanggaran pemasangan APK diluar jadwal merupakan sebuah tindakan
yang tidak benar. Sebab Islam mengajarkan umatnya untuk wajib mematuhi aturan
atau hukum yang telah dibuat oleh pemerintah atau pemimpin yang mana hal ini
mengacu kepada Q.S An-Nisa Ayat 59.
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ABSTRACT

Thesis "Legal Analysis of Violations of the Installation of Campaign Props
Outside the Schedule in the 2024 Regional Head Election (Case Study of the
Installation of Billboards for Regent and Deputy Regent Candidates in
Tulungagung Regency)" was written by Mohammad Fatqur Roziqin, State
Administrative Law Study Program, NIM. 12610322151 in 2025 supervised by
Yusron Munawir, S.H.I., M.H.

Keywords : Law Enforcement, Campaign Props, 2024 Regional Election, Bawaslu
Tulungagung Regency

This study is based on the phenomenon of Campaign Equipment (APK)
installed outside the campaign period in Tulungagung Regency during the 2024
Pilkada. Where this is a form of campaign violation because it is not in accordance
with the General Election Commission Regulation (PKPU), which explains that the
time allowed to carry out campaign activities is from 3 days after the determination
of the Candidate Pair to 3 days before voting.

The formulation of the problem of this study is 1) How is the law
enforcement against violations of the installation of APK of the Regent and Deputy
Regent candidates carried out before the campaign period in Tulungagung Regency,
2) How is the law enforcement against violations of the installation of APK of the
Regent and Deputy Regent candidates carried out during the quiet period in
Tulungagung Regency, 3) How is the Syar'iyyah Siyasah review of campaign
violations outside the campaign schedule that violate the regulations of the General
Election Commission. The purpose of this study is 1) To determine the law
enforcement against violations of the installation of APK for District Heads and
Deputy District Heads carried out before the campaign period in Tulungagung
Regency. 2) To determine the law enforcement against violations of the installation
of APK for District Heads and Deputy District Heads carried out during the quiet
period in Tulungagung Regency. 3) To determine the Syar'iyyah Siyasah review of
campaign violations outside the campaign schedule that violate the General
Election Commission regulations.

This study uses a qualitative research type using the field research method
or field research. The data sources used in this study were taken from primary legal
materials, namely data obtained directly through interviews with the Tulungagung
KPU, the Tulungagung Bawaslu Agency, and also the Community from Political
Parties related to the research theme, and also using secondary legal materials in
the form of data obtained from books as supporting data for primary data sources.
The data collection techniques used in this study were by conducting observations,
interviews, literature reviews and documentation. The results of this study indicate
that 1) The existence of regulatory loopholes is exploited by candidate volunteers
or political party teams to first introduce the Cabup/Cawabup to the public through
the installation of billboards. Where the billboards installed long before the
campaign schedule cannot be said to be APK because they do not contain campaign
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elements as written in the PKPU so that the billboards are included in the category
of Socialization Props. In which case Bawaslu does not have the authority to enforce
the law which causes this phenomenon to still occur during the election period. 2)
Bawaslu cannot enforce the law against violations of APK that are still installed
during the quiet period due to the involvement of other parties who also installed
APK whose identities are unknown so that Bawaslu has difficulty in taking action.
3) Reviewed from the Syariyah Siyasah, the violation of installing APK outside the
schedule is an incorrect action. Because Islam teaches its people to obey the rules
or laws that have been made by the government or leaders which refers to Q.S An-
Nisa Verse 59.
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